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BUPATI TEMANGGIj,NG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR* TAHUN 201s

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG PEI{YELENGGARAAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 19 TAHUN 201 1 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa berdasarkan hasil rekomendasi pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BpKp) atas nama
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Bidang pendapatarr
pada Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran
2015, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2Ol2
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16
Tahun 20ll tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Peratrrran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2O11 tentang
Pqiak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu di
rubah;
bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45
Tahun 2aL2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2}ll tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan serta Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

b.



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a389);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOT
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7aol;

4. Undang-Undang LT Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor +286l,;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang P4jak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5Oa9);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan I"embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pqiak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pqiak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 1O Nomor 153,
tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor
517e);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2Ot2 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol2 Nomor 26, tambahan
lembaran daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);



1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2OO8 Nomor 15) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 2l Tahun 2}ll tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata
Kery'a Dinas Daerah Kabupaten Temanggung {Lembaran Daera}r
Kabupaten Temanggung Tahun 2OLl Nomor 23);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun
2ALl tentang Penyelanggaraan Pengelolaan Pqiak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 16);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun
20lt tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2O1l Nomor 21);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

l-S.Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2OL2 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 16 Tahun ?OIL tentang Penyelenggaraarl
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan serta Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pqiak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2Ol2 Nomor 45);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 45 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR
19 TAHUN 2OLI TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Ketentuan BAB V Pasal 9 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2AL2
tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun
20tt Tentang Penyelenggara€Ln Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan serta Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun
2OL1 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol2 Nomor a5) diubah menjadi sebagai berikut:



{1)

(2t

BAB V

TATA CARA PENETAPAN DAN PENCETAKAN SPPT

Pasal 9

Pejabat mempersiapkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), zona.
Nilai Tanah (ZNT)/Nilai Indikasi rata-rata (NIR), nomor rekening dan tempat
pembayaran PBB-P2.

Membuat usulan Peraturan Bupati tentang klasifikasi dan penetapan NJOP
PBB-P2 setiap 3 (tiga) tahun dan Keputusan Bupati tentang klasifikasi dan
besaran NJOP PBB-P2 dan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) PBB-
P2 setiap tahun.

Atas dasar Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (21, pejabat
melaksanakan penilaian massal atas data Objek Pajak dan Subjek Pajak yang
telah direkam ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak

;PBB-P2.

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat
melaksanakan penetapan PBB-P2 atas data Objek Pajak dan Subjek Pqjak
yang telah direkam ke Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak
PBB-P2.

Penetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan
cara besaran NJOP PBB-P2 dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena
Pqiak (NJOPTKP) PBB-P2 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
untuk setiap Wajib Pajak dan dikalikan tarif sesuai Peraturan Daerah.

(6) Berdasarkan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
selanjutnya dilakukan pencetakan SPPT dan DHKP.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temangg,rng
pada tanggal r ?3 3eseebd015

BUPATI TEMANGGUNG,

KASAfi H

M. BAMBANG SUKARNO KT

(3)

(4)

(5)

.--g-
pada tanggal, ?S Dasoub€ts 2015

SEKRETARIS DAERAH

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KAE}UPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 NOMOR 6t

*qEKDA

ASISTHT.'
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